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PALU, MERCUSUAR — DPRD Provinsi
(Deprov) Sulteng dibuat geram atas
pemalsuan tanda tangan Pimpinan Deprov
pada dokumen pengesahan perubahan
RAPBD Sulteng mengenai pembahasan
hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) yang diterima tanggal 31

Desember 2014.

Pada rapat Badan Anggaran
(Banggar) Deprov bersama
Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Provinsi
Sulteng di Sekretariat DPRD
Sulteng, Senin (12/1/2015),
terkuak beberapa kejanggalan
tentang prosedur pelaksanaan
penyusunan APBD Sulteng
tahun 2015.

Rapat yang mengagendakan
lanjutan pembahasan
perubahan RAPBD Sulteng
yang disusun kembali oleh
TAPD berdasarkan hasil
evaluasi Kemendagri tentang
penyesuaian aturan pada
pos anggaran APBD untuk
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dibahas bersama anggota Banggar.
Akan tetapi, anggota Banggar kecewa
karena tidak diberikan dokumen
yang telah disusun TAPD sebagai
acuan dalam melihat perubahan yang
telah disusun,

Suasana rapat memanas ketika
Wakil Ketua II Deproy Sulteng
Muharam Nurdin menanyakan
dokumen evaluasi APBD di daerah
yang telah disepakati pimpinan
DPRD yang tanggalnya sama dengan
tibanya hasil asistensi APBD Sulteng
dari Kemendagri yakni, 31 Desember
2014.

“ Yang kami tanyakan kenapa
stanggal tibanya asistensi APBD
y Sulteng dari Kemendagri bersamaan
dengan tanggal pengesahaan
hasil evaluasi di daerah mengenai
asitensi Kemendagri itu, sedangkan

rapat Banggar tentang evaluasi
Kemendagri baru dilaksanakan pada
Januari 2015, sehingga sangat kasar
Jika saya katakan ini merupakan
manipulasi dokumen,” tegas politisi
PDIP ini.

Sementara itu, Ketua Komisi
I Deproy Sulteng Sri Lalusu
menegaskan Permendagri Nomor
37 sangat jelas menyebutkan bahwa
perubshan dari pusat akan dibahas
lebih dulu bersama DPRD, sehingga
pihaknya memberikan waktu selama
dua hari sejak diterimanya arahan
perubahan itu kepada TAPD. Namun,
karena dokumen yang diminta sejak
rapat pertama tidak diterima maka
ia menyimpulkan bahwa penerapan
Permendagri tidak bejalan dengan
baik karena hasil yang disusun TAPD
tidak dibahas bersama.

Tidak hanya itu, Sri menuding
bahwa pihak eksekutif seakan-akan
membatasi wewenang DPRD dalam
melakukan tupoksinya sehagai pihak
yang berwenang dalam pengawasan,
Ini disebutkannya sebagai sebagai
pelecehan kelembagaan yang
diperkuat melalui surat yang
dilayangkan Pemprov atasnama
Wakil Gubernur.

“ Sesuai Permendagri, perubahan
ituharus dibahas dulu dan kami bukan
otak komputer yang hisa merekam
tanpa diberikan dokumen,sehingga
Jika sudah ada kesepakatan tiada
guna kita lakukan rapat di daerah
terkait hasil asistensi dari pusat,”
sesal Sri.

Ketua Deprov Sulteng Aminudin
Ponulele menegaskan indikasi
pemalsuan pada dokumen APBD yang
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belum disepakati, itu benar adanya.
Olehnya, ia beranggapan ada upaya
eksekutif yang disinyalir melalui
surat yang diedarkan atasnama
Wakil Gubernur Sulteng sebelumnya
sebagai langkah adu domba agar
DPRD tidak lagi dipercaya.

Sekretaris Daerah Provinsi
(Sekdaprov) Sulteng Amjad Lawasa
mengatakan, apabila dokumen
evaluasi APBD di daerah yang telah
disepakati pimpinan DPRD yang
tanggalnya sama dengan tibanya
hasil asistensi APBD Sulteng dari
Kemendagri itu benar, maka
langkah itu merupakan solusi
untuk menghindari sanksi. Adapun
sikap saling menyalahkan, Amjad
tidak sepakat dan pihaknya siap
mengikuti aturan sesuai koridor yang
ditetapkan. BN
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